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ABSTRACT

Global tropical forests face systemic anthropogenic pressures, yet areas managed by indigenous peoples
demonstrate higher ecological stability. This study employs a systematic narrative review approach to
evaluate the effectiveness of customary law in forest management and its impact on deforestation
mitigation. Findings reveal that customary sanctions encompassing moral-spiritual, social, and material
dimensions possess comparative advantages in cost-efficiency and social legitimacy over formal legal
systems that tend to be punitive. The integration of local wisdom through co-management mechanisms
and legal pluralism frameworks is proven to enhance vegetation cover and maintain ecosystem integrity
more effectively than commercial concession models. The study concludes that formal recognition of
indigenous territories and the synergy between traditional knowledge and modern policy are crucial
strategies for achieving inclusive, adaptive, and ecologically and economically sustainable forest
governance.

Keywords: Local Wisdom, Indigenous Peoples, Sustainable Forest Management, Legal Pluralism,
Customary Sanctions.

ABSTRAK

Hutan tropis global menghadapi tekanan antropogenik yang sistemik, namun wilayah yang dikelola
masyarakat adat terbukti memiliki stabilitas ekologis yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan narrative review sistematis untuk mengevaluasi efektivitas hukum adat dalam manajemen
kehutanan serta dampaknya terhadap mitigasi deforestasi. Temuan menunjukkan bahwa sanksi adat
yang mencakup dimensi moral-spiritual, sosial, dan material memiliki keunggulan komparatif dalam hal
efisiensi biaya dan legitimasi sosial dibandingkan sistem hukum formal yang cenderung punitif. Integrasi
kearifan lokal melalui mekanisme co-management dan kerangka legal pluralism terbukti mampu
meningkatkan tutupan vegetasi dan menjaga integritas ekosistem secara lebih efektif daripada model
konsesi komersial. Studi ini menyimpulkan bahwa pengakuan formal terhadap wilayah adat dan sinergi
antara pengetahuan tradisional dengan kebijakan modern merupakan strategi krusial untuk mencapai
tata kelola hutan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan secara ekologis maupun ekonomi.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Masyarakat Adat, Pengelolaan Hutan Lestari, Legal Pluralism, Sanksi Adat.

1. PENDAHULUAN

Hutan tropis dunia saat ini menghadapi tekanan antropogenik yang semakin intensif
dan sistemik, tercermin dari laju kehilangan hutan global yang mencapai sekitar 10 juta hektar
per tahun pada periode 2015-2020 serta akumulasi kehilangan sebesar 420 juta hektar sejak
1990 (Food and Agriculture Organization, 2020). Fenomena ini berkontribusi langsung terhadap
krisis iklim global, di mana sektor perubahan penggunaan lahan menyumbang sekitar 11%
emisi gas rumah kaca global (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Di tengah
tekanan tersebut, wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat justru menunjukkan kapasitas
ekologis yang relatif lebih stabil, dengan mencakup sekitar 38% hutan dunia yang masih utuh
serta menyimpan hingga 36% karbon hutan tropis global (World Bank, 2021). Namun, hanya
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sekitar 10% wilayah adat yang memperoleh pengakuan hukum formal secara global (United
Nations, 2022), sehingga menimbulkan kesenjangan antara efektivitas ekologis dan legitimasi
institusional dalam tata kelola hutan.

Kondisi global tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak akan pendekatan
pengelolaan hutan yang lebih integratif, khususnya melalui sinergi antara pengetahuan ilmiah
modern dan kearifan lokal masyarakat adat. Literatur menunjukkan bahwa traditional
knowledge (TK) dan traditional forest-related knowledge (TFRK) memiliki kontribusi signifikan
dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, baik dalam menopang mata pencaharian
masyarakat maupun dalam mempertahankan stabilitas ekologis jangka panjang. TFRK telah
terbukti menopang sistem pengelolaan hutan di berbagai wilayah Asia dan perlu diintegrasikan
secara sistematis dengan ilmu pengetahuan modern untuk mencapai pengelolaan hutan yang
berkelanjutan (Parrotta et al., 2009). Selain itu, kearifan lokal dapat diinternalisasi dalam sistem
sosio teknis berbasis sains melalui mekanisme dokumentasi, perlindungan hak, dan transfer
lintas generasi, khususnya dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungai (Nugroho et al.,
2023). Integrasi ini juga terbukti memperkuat ketahanan ekosistem, konservasi biodiversitas,
serta mitigasi perubahan iklim dalam kerangka kebijakan lingkungan global (Akalibey et al.,
2024).

Dalam konteks Indonesia, dinamika pengelolaan hutan menunjukkan kompleksitas
yang lebih tinggi akibat interaksi antara tekanan ekonomi, kebijakan nasional, dan praktik lokal.
Meskipun tingkat deforestasi menurun menjadi sekitar 104 ribu hektar pada tahun 2022,
Indonesia tetap termasuk dalam negara dengan kehilangan hutan tropis tertinggi secara global
(Global Forest Watch, 2024). Selain itu, kehilangan hutan primer mencapai sekitar 9,75 juta
hektar sejak tahun 2002, yang sebagian besar dipicu oleh ekspansi agrikultur komersial. Di sisi
lain, pengakuan terhadap hutan adat masih terbatas, yaitu sekitar 3,4 juta hektar dari potensi
lebih dari 20 juta hektar, dengan lebih dari 1.000 kasus konflik tenurial yang masih berlangsung
(Ministry of Environment and Forestry Indonesia, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya
kegagalan struktural dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka tata kelola
kehutanan nasional.

Secara normatif, Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai kebijakan
yang mengakomodasi kearifan lokal, seperti perhutanan sosial (community forestry, hutan
kemasyarakatan, dan hutan desa) serta pendekatan berbasis hak (rights-based approach).
Regulasi nasional telah mengakui pentingnya kearifan lokal dalam perencanaan dan
pengelolaan sumber daya alam (Sumarni et al., 2023; Jayantiari et al., 2024; Tambunan, 2023;
Nugroho, 2021). Namun, implementasi di tingkat tapak masih menghadapi tantangan
signifikan, terutama dalam proses pengakuan hutan adat dan integrasi kelembagaan antara
hukum negara dan hukum adat (Tambunan, 2023). Oleh karena itu, dokumentasi terbuka (open
science) terhadap pengetahuan lokal menjadi krusial sebagai dasar dalam perumusan
kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan terhadap
pengetahuan tradisional (Erol et al., 2023; Nugroho et al., 2023; Akalibey et al., 2024; Sumarni
et al., 2023; Jayantiari et al., 2024; Parrotta et al., 2009).

Lebih lanjut, pendekatan co-management dan tata kelola partisipatif menjadi strategi
kunci dalam mengoperasionalkan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan kehutanan.
Co-management dipandang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan legitimasi
kebijakan, meskipun berpotensi menghadapi ketimpangan kekuasaan apabila tidak
diimplementasikan secara substantif (Castro & Nielsen, 2001). Integrasi antara pengetahuan
tradisional dan pendekatan ilmiah dalam kerangka kolaboratif terbukti mampu menjaga
integritas ekologis sekaligus mencerminkan nilai-nilai lokal (Parrotta et al., 2009). Dalam
konteks Indonesia, tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat adat, seperti dalam
skema perhutanan sosial, menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh
pengakuan kelembagaan adat dan sinergi dengan otoritas negara (Sumarni et al., 2023;
Jayantiari et al.,, 2024; Gayo et al., 2024). Praktik lokal seperti peran pengulu uten di Aceh
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mengindikasikan bahwa institusi adat dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan
deforestasi yang efektif ketika diintegrasikan dengan sistem formal (Gayo et al., 2024).

Di sisi lain, dokumentasi dan perlindungan kearifan lokal merupakan fondasi utama
dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dokumentasi
sistematis terhadap pengetahuan lokal diperlukan untuk melindungi kepentingan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat adat (Nugroho et al., 2023), sementara pengakuan formal
terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi faktor kunci dalam memperkuat legitimasi
kelembagaan dan efektivitas konservasi (Akalibey et al., 2024). Dalam konteks Indonesia,
pembentukan budaya hukum berbasis kearifan lokal serta penguatan regulasi daerah menjadi
mekanisme penting dalam menjaga keberlanjutan hutan melalui kepatuhan terhadap norma
adat (Jayantiari et al., 2024). Selain itu, kapasitas institusional terbukti memiliki peran signifikan
dalam menentukan keberhasilan pengelolaan hutan adat, khususnya dalam kaitannya dengan
perlindungan biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat (Lega et al., 2024).

Secara empiris, berbagai studi lintas wilayah menunjukkan bahwa integrasi kearifan
lokal dalam pengelolaan hutan memberikan hasil yang positif, meskipun menghadapi
tantangan struktural. Di Asia dan Afrika, kearifan lokal terbukti berkontribusi terhadap
pengelolaan hutan berkelanjutan, namun menghadapi ancaman dari globalisasi dan
homogenisasi kebijakan (Parrotta et al., 2009; Nugroho et al., 2023; Akalibey et al., 2024). Di
Kanada, evolusi kehutanan adat menunjukkan pergeseran dari eksklusi menuju kemitraan
setara dalam co-management, dengan implikasi penting terhadap desain kebijakan dan
pengakuan hak masyarakat adat (Wyatt, 2008). Di Indonesia, praktik pengelolaan hutan
berbasis kearifan lokal seperti pada masyarakat Baduy dan skema perhutanan sosial
menunjukkan potensi besar dalam menjaga keberlanjutan hutan apabila didukung oleh
kerangka regulasi yang adaptif (Asteria et al., 2022; Nugroho, 2021; Gayo et al., 2024,
Tambunan, 2023).

Meskipun demikian, integrasi kearifan lokal dalam tata kelola kehutanan tidak terlepas
dari berbagai ketegangan struktural. Model co-management dapat memperkuat keberlanjutan
ekologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan kekuasaan
apabila distribusi kewenangan tidak seimbang (Castro & Nielsen, 2001). Selain itu, proses
dokumentasi dan formalitas pengakuan kearifan lokal memunculkan isu terkait kepemilikan
pengetahuan, akses, serta potensi komodifikasi yang dapat merugikan masyarakat adat apabila
tidak dikelola secara hati-hati (Nugroho et al., 2023; Akalibey et al., 2024). Ancaman lain yang
signifikan adalah erosi kearifan lokal akibat urbanisasi, migrasi, dan tekanan pembangunan,
yang berimplikasi pada melemahnya sistem pengetahuan tradisional dalam pengelolaan hutan
(Geria et al., 2025).

Dengan demikian, meskipun kearifan lokal memiliki potensi strategis dalam
mendukung pengelolaan hutan lestari, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam
integrasinya dengan kerangka kebijakan formal. Ketegangan antara pendekatan top-down dan
bottom-up, keterbatasan pengakuan hak, serta tantangan dalam dokumentasi dan
perlindungan pengetahuan lokal menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih
integratif dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara
sistematis bagaimana strategi pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal dapat
dioptimalkan melalui sinergi antara kelembagaan adat dan kebijakan formal, guna mencapai
keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka naratif (narrative review)
yang sistematis untuk mengevaluasi literatur global mengenai efektivitas hukum adat dalam
manajemen kehutanan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis,
komprehensif, dan interpretatif terhadap perkembangan terkini dalam diskursus regulasi
kehutanan serta dampaknya terhadap mitigasi deforestasi.
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2.1 Search Strategy

Strategi penelusuran literatur dilakukan pada tiga database utama berskala
internasional, yakni Scopus, Web of Science (WoS), dan Google Scholar, guna memastikan
cakupan artikel jurnal yang luas dan kredibel. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian
disusun menggunakan operator Boolean (AND, OR) yang mencakup istilah-istilah seperti:
"Indigenous law" OR "Customary sanctions" AND "Deforestation mitigation" AND "Forest
governance" OR "State regulation". Selain itu, penelusuran dilakukan secara manual pada
daftar pustaka dari artikel-artikel kunci yang relevan (snowball sampling) untuk
mengidentifikasi studi kasus fundamental yang mungkin tidak terindeks secara langsung pada
kata kunci utama.

2.2 Inclusion and Exclusion Criteria

Untuk menjaga relevansi dan kualitas analisis, literatur yang dipilih harus memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi meliputi: (1) Artikel jurnal yang telah
melalui proses peer-review dan diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2016—-2026)
untuk menangkap dinamika kebijakan terkini; (2) Studi yang berfokus pada ekosistem hutan
tropis di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika Tengah; (3) Artikel yang secara eksplisit
membandingkan atau mendiskusikan mekanisme sanksi adat dan hukum formal. Sementara
itu, kriteria eksklusi diterapkan pada artikel yang tidak tersedia dalam teks lengkap (full-text),
artikel populer/opini non-ilmiah, serta studi yang hanya membahas aspek teknis kehutanan
tanpa menyentuh dimensi tata kelola sosial-hukum.

2.3 Synthesis Approach

Sintesis data dilakukan dengan menggunakan metode naratif-tematik. Setelah literatur
terkumpul, data diorganisasikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, yaitu: tipologi
sanksi adat, efektivitas penegakan hukum negara, hambatan implementasi kebijakan, dan
model sinergi antara kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan teoritis antar studi kasus global.
Hasil sintesis kemudian validasi silang untuk membangun argumen yang koheren mengenai
bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi formal pemerintah
guna mencapai tujuan hutan lestari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tipologi Sanksi Lokal: Mekanisme Kontrol Sosial dan Sanksi Moral

Tipologi sanksi lokal dalam konteks pengelolaan hutan adat dapat diklasifikasikan ke
dalam tiga bentuk utama, yaitu sanksi moral-spiritual, sanksi sosial, dan sanksi material.
Klasifikasi ini merepresentasikan dimensi kepercayaan, tekanan komunal, serta orientasi
restoratif yang menjadi karakteristik utama sistem pengendalian sosial pada masyarakat
berbasis hutan. Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung berorientasi pada
penghukuman (punitive), sistem sanksi adat beroperasi melalui mekanisme normatif yang
berakar pada nilai budaya, struktur sosial, dan relasi ekologis yang holistik.

Sanksi moral-spiritual merupakan bentuk sanksi yang berakar pada kosmologi dan
sistem kepercayaan masyarakat adat, seperti kutukan, tabu, atau pengucilan dalam kerangka
spiritual. Sanksi ini memiliki kekuatan psikologis yang tinggi dalam mencegah perusakan hutan,
bahkan dalam banyak kasus lebih efektif dibandingkan dengan sanksi formal seperti
pemenjaraan atau denda negara. Temuan empiris menunjukkan bahwa sistem hukum adat di
Indonesia masih mempertahankan relevansi dan efektivitasnya dalam pengendalian perilaku
lingkungan melalui mekanisme sanksi yang selaras dengan nilai komunitas (Syarhan, 2021).
Studi di Ghana menunjukkan bahwa penggunaan elemen sakral seperti dewa, sumpah, dan
ritual adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang kuat dalam menjaga
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keteraturan ekologis dan sosial (Ntiamoah & Ameyibor, 2023). Selain itu, praktik peradilan adat
di masyarakat enggan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan norma berbasis komunitas
lebih menekankan pada edukasi moral dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan
hukuman represif (Wiessner, 2020). Meskipun demikian, efektivitas sanksi moral-spiritual tidak
terlepas dari konteks legal pluralism, di mana interaksi antara hukum adat dan hukum negara
dapat mempengaruhi legitimasi serta implementasi sanksi tersebut (Syarhan, 2021).

Sanksi sosial beroperasi melalui tekanan kolektif yang diberikan oleh komunitas,
seperti pengucilan sosial, pencabutan hak adat, serta mekanisme akuntabilitas publik dalam
komunitas. Sanksi ini berfungsi untuk menciptakan kepatuhan individu melalui mekanisme
reputasi dan relasi sosial, sehingga pelanggaran terhadap norma lingkungan tidak hanya
berdampak secara individual tetapi juga secara sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa
otoritas adat memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui penerapan
norma dan sanksi berbasis komunitas (Ntiamoah & Ameyibor, 2023). Dalam konteks
masyarakat Enga, keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa menunjukkan
bahwa tekanan sosial tidak hanya bersifat represif tetapi juga reintegratif, dengan tujuan
mengembalikan individu ke dalam struktur sosial komunitas (Wiessner, 2020). Selain itu, dalam
konteks Indonesia, sanksi adat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan norma
sosial dan menjaga harmoni komunitas melalui mekanisme kolektif (Syarhan, 2021).

Sementara itu, sanksi material dalam sistem adat lebih bersifat restoratif dibandingkan
represif. Sanksi ini biasanya berupa denda adat atau kompensasi yang disesuaikan dengan
tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dalam
struktur kelembagaan adat. Tujuan utama dari sanksi material bukanlah untuk memberikan
penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan keseimbangan ekologis dan sosial
yang terganggu. Dalam konteks hukum adat Indonesia, mekanisme sanksi material
menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pemulihan lingkungan dan relasi sosial melalui
proses deliberatif (Syarhan, 2021). Studi pada masyarakat Enga juga menunjukkan bahwa
kompensasi dan perbaikan menjadi elemen utama dalam penyelesaian konflik, yang
mencerminkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) (Wiessner, 2020).

Secara konseptual, ketiga bentuk sanksi tersebut memiliki benang merah berupa
orientasi restoratif yang menempatkan keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial sebagai
tujuan utama. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem sanksi adat tidak semata-mata
bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih pada memulihkan hubungan antara manusia,
komunitas, dan lingkungan. Dalam konteks masyarakat Enga, misalnya, sistem peradilan adat
menekankan pentingnya rekonsiliasi dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan pembalasan
(Wiessner, 2020). Hal serupa juga ditemukan dalam praktik hukum adat di Indonesia yang
menempatkan penyelesaian konflik lingkungan dalam kerangka nilai-nilai budaya yang
restoratif (Syarhan, 2021), serta dalam sistem kepercayaan masyarakat Ghana yang mengaitkan
pelanggaran lingkungan dengan gangguan terhadap tatanan kosmis dan sosial (Ntiamoah &
Ameyibor, 2023).

Namun demikian, efektivitas sistem sanksi adat tidak terlepas dari berbagai dinamika
dan ketegangan struktural. Keberadaan legal pluralism menyebabkan interaksi antara hukum
adat dan hukum negara yang dapat memperkuat maupun melemahkan implementasi sanksi
lokal. Dalam beberapa kasus, dominasi hukum formal dapat mengurangi legitimasi sanksi adat,
sementara dalam kasus lain, sistem hibrida justru dapat memperkuat efektivitas pengelolaan
lingkungan (Syarhan, 2021; Wiessner, 2020). Selain itu, kekuatan determinatif sanksi
moral-spiritual sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konsekuensi
sakral, legitimasi pemimpin adat, serta kohesi sosial komunitas. Modernisasi, urbanisasi, dan
tekanan eksternal lainnya berpotensi mengurangi efektivitas sistem sanksi tradisional,
meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa sistem adat memiliki kapasitas adaptif yang
tinggi dalam menghadapi perubahan tersebut (Syarhan, 2021; Wiessner, 2020).
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Dengan demikian, tipologi sanksi lokal dalam pengelolaan hutan adat menunjukkan
bahwa mekanisme pengendalian sosial berbasis kearifan lokal memiliki karakteristik yang
berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sistem hukum formal. Pendekatan yang
berbasis pada nilai moral, tekanan sosial, dan orientasi restoratif memberikan alternatif
paradigma dalam tata kelola hutan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

3.2 Regulasi Formal dan Tantangannya: Dilema Penegakan Hukum Negara

Kompleksitas tata kelola kehutanan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari
berkembangnya rezim transnasional yang melibatkan berbagai aktor dan instrumen kebijakan
yang saling tumpang tindih. Rezim ini mencakup kombinasi kebijakan publik, standar privat,
serta skema multi-pemangku kepentingan yang secara simultan berinteraksi dalam mengatur
sektor kehutanan. Dalam praktiknya, kompleksitas tersebut menciptakan peluang terjadinya
forum shopping, yaitu kecenderungan aktor untuk memilih standar atau mekanisme regulasi
yang paling menguntungkan, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan efektivitas
penegakan hukum secara keseluruhan. Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa
kompleksitas rezim tidak selalu berdampak negatif, karena dalam beberapa kasus mampu
mendorong proses pembelajaran institusional, adaptasi kebijakan, serta penguatan kapasitas
melalui mekanisme experimentalist governance yang bersifat iteratif dan reflektif (Overdevest
& Zeitlin, 2012; Stupak et al., 2021; Lambin et al., 2014; Eberlein et al., 2013; Cashore & Stone,
2014). Interaksi antara skema seperti FLEGT, sertifikasi privat, dan regulasi domestik
menunjukkan bahwa integrasi rezim transnasional berpotensi mengakomodasi keragaman lokal
sekaligus meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme pembelajaran kolektif dan pengawasan
bersama.

Dalam konteks efektivitas regulasi, legitimasi, kepercayaan, dan penerimaan sosial
menjadi determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan kehutanan. Konsep
throughput legitimacy, yang menekankan pada keadilan prosedural dan kualitas proses
pengambilan keputusan, menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi formal dapat
diterima dan dijalankan secara efektif di tingkat tapak (Stupak et al., 2021). Literatur
menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan (quality of government), khususnya dalam hal
penegakan hukum yang imparsial dan berbasis aturan, memiliki pengaruh langsung terhadap
tingkat kepatuhan aktor terhadap regulasi kehutanan. Dalam konteks kebijakan keberlanjutan,
legitimasi dan kepercayaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai
mekanisme transmisi yang menghubungkan antara aturan formal dengan perilaku aktual di
lapangan (Stupak et al., 2021).

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum
kehutanan seringkali menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait
dengan politik penegakan hukum, korupsi, dan lemahnya legitimasi lokal. Berbagai studi
menunjukkan bahwa regulasi formal negara seringkali berjalan berdampingan dengan praktik
korupsi dan rent-seeking yang melemahkan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam banyak
kasus, terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi de jure dan praktik de facto, di
mana keberadaan hukum tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif di lapangan (Tetteh
et al., 2023; Suleiman, 2014; Lambin et al., 2014; Lambin & Thorlakson, 2018; Hansen, 2022;
Mbzibain & Ongolo, 2019; Sotirov et al., 2020). Studi kasus di berbagai negara tropis, termasuk
Indonesia, Ghana, dan Kamerun, menunjukkan pola yang konsisten di mana otoritas negara
secara formal memiliki legitimasi hukum, namun secara faktual menghadapi keterbatasan
kapasitas, lemahnya pengawasan, serta keberadaan sektor informal yang luas (McCarthy, 2010;
Sears et al., 2021; Mbzibain & Ongolo, 2019; Sotirov et al., 2020; Partiti, 2021).

Dalam konteks tersebut, peran tata kelola privat dan interaksi antar aktor negara dan
non-negara menjadi semakin penting dalam memperkuat atau justru membatasi efektivitas
regulasi kehutanan. Skema sertifikasi dan standar privat dapat berfungsi sebagai pelengkap
(complementary) terhadap regulasi publik dengan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan
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akuntabilitas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas negara dan tingkat
integrasi dengan kebijakan publik. Literatur menunjukkan bahwa tata kelola privat tidak dapat
sepenuhnya menggantikan peran negara, terutama dalam konteks kapasitas penegakan hukum
yang lemah (Lambin & Thorlakson, 2018; Brook & Cseres, 2024; Partiti, 2018; Undurraga &
Fergnani, 2024; Lescuyer et al., 2021; Gulbrandsen, 2012). Konsep orkestrasi kebijakan (policy
orchestration) menjelaskan bagaimana aktor publik dapat memanfaatkan standar privat untuk
mencapai tujuan kebijakan, dengan tetap menjaga akuntabilitas melalui kombinasi pengawasan
publik dan mekanisme privat (Partiti, 2018; Berning & Sotirov, 2023). Namun, dinamika ini
dapat menghasilkan efek yang berbeda tergantung pada desain kelembagaan dan
implementasinya di lapangan.

Implikasi dari berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan
kehutanan perlu bergerak melampaui pendekatan top-down yang bersifat kaku menuju model
tata kelola yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis legitimasi lokal. Pendekatan ini
menekankan pentingnya keterlibatan multi-pemangku kepentingan, penguatan kapasitas di
tingkat subnasional, serta pengembangan mekanisme pembelajaran terbuka yang
memungkinkan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan (Overdevest & Zeitlin, 2012;
Stupak et al., 2021; Lambin & Thorlakson, 2018; Berning & Sotirov, 2023; Eberlein et al., 2013).
Selain itu, penetapan prioritas penegakan hukum yang transparan dan terkomunikasikan
dengan baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi, terutama
dalam kondisi keterbatasan sumber daya (Brook & Cseres, 2024; Quintyn et al., 2005).

Secara konseptual, terdapat konsensus bahwa regulasi negara dalam sektor kehutanan
tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kompleksitas deforestasi global. Efektivitas
penegakan hukum sangat bergantung pada integrasi antara legitimasi lokal, norma sosial, serta
mekanisme penegakan adaptif yang mampu merespons dinamika kontekstual (Stupak et al.,
2021; Tetteh et al., 2023; Lambin & Thorlakson, 2018; Mbzibain & Ongolo, 2019). Meskipun
sebagian literatur menekankan pentingnya regulasi negara yang kuat dalam menekan aktivitas
ilegal, studi lain menunjukkan bahwa pendekatan hibrida yang menggabungkan regulasi publik,
standar privat, dan pengawasan masyarakat sipil lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan.
Efektivitas tata kelola privat sendiri sangat ditentukan oleh tingkat integrasinya dengan sistem
formal serta kondisi ekonomi-politik di negara produsen (Lambin & Thorlakson, 2018; Brook &
Cseres, 2024; Undurraga & Fergnani, 2024; Lescuyer et al., 2021; Gulbrandsen, 2012).

Selain itu, kompleksitas rezim transnasional memiliki sifat dualistik, yaitu di satu sisi
dapat melemahkan konsistensi penegakan hukum melalui fragmentasi dan forum shopping,
namun di sisi lain dapat memperkuat kapasitas adaptif melalui mekanisme pembelajaran dan
umpan balik berulang (recursive governance). Dampak akhir dari kompleksitas tersebut sangat
bergantung pada desain kelembagaan, kapasitas implementasi, serta keberadaan mekanisme
penegakan dan penyelesaian sengketa yang kredibel (Overdevest & Zeitlin, 2012; Stupak et al.,
2021; Lambin et al., 2014; Eberlein et al., 2013; Cashore & Stone, 2014).

Dengan demikian, dilema utama dalam penegakan hukum kehutanan terletak pada
kombinasi antara rigiditas struktural, keterbatasan jangkauan implementasi, lemahnya
legitimasi lokal, serta praktik korupsi yang menghambat efektivitas sanksi formal. Regulasi
negara cenderung lebih efektif apabila diintegrasikan dalam kerangka tata kelola yang
partisipatif, adaptif, dan berbasis legitimasi, yang melibatkan aktor lokal serta memanfaatkan
interaksi antara mekanisme publik dan privat. Literatur secara konsisten menegaskan
pentingnya penguatan kapasitas negara, integrasi tata kelola transnasional, serta peran standar
privat dan masyarakat sipil dalam meningkatkan transparansi, legitimasi, dan efektivitas
pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Overdevest & Zeitlin, 2012; Stupak et al., 2021;
Lambin et al., 2014; Lambin & Thorlakson, 2018; Sears et al., 2021; Mbzibain & Ongolo, 2019;
Brook & Cseres, 2024; Partiti, 2018; Undurraga & Fergnani, 2024; Berning & Sotirov, 2023;
Eberlein et al., 2013; Cashore & Stone, 2014; Lescuyer et al., 2021; Gulbrandsen, 2012).
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3.3 Comparative Analysis: Efektivitas Biaya dan Dampak Ekologis

Efektivitas pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan dan
legitimasi regulasi, tetapi juga oleh aspek efisiensi biaya serta kapasitas implementasi di tingkat
tapak. Dalam konteks ini, literatur menunjukkan bahwa sistem pengelolaan hutan berbasis
masyarakat dan kelembagaan adat memiliki keunggulan komparatif dalam hal efisiensi biaya
dibandingkan dengan model pengelolaan berbasis negara yang bersifat top-down. Sistem lokal
umumnya mengandalkan partisipasi sukarela dan kontribusi berbasis komunitas, sehingga
mampu menekan biaya penegakan hukum dan mengurangi kompleksitas birokrasi yang sering
melekat pada sistem konsesi berbasis perizinan (Fatem et al., 2020; Oosten et al., 2017;
Williams et al., 2018). Sebaliknya, pendekatan formal yang terpusat cenderung membutuhkan
sumber daya finansial dan administratif yang besar, terutama dalam konteks pengawasan,
penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga. Dalam kerangka tata kelola lanskap,
pendekatan berbasis lokal juga dinilai lebih adaptif dan efisien karena mampu memanfaatkan
institusi lokal sebagai instrumen pengawasan yang kontekstual dan berbiaya rendah (Oosten et
al., 2017; Walters et al., 2021).

Selain aspek efisiensi biaya, perbedaan signifikan antara tata kelola berbasis adat dan
sistem formal juga terlihat dalam capaian ekologis. Berbagai studi menekankan pentingnya
keberadaan zona inti (core zones) atau kawasan larangan dalam menjaga integritas ekosistem
hutan. Zona ini umumnya ditetapkan dalam sistem pengelolaan berbasis masyarakat adat
sebagai area yang sepenuhnya dilindungi dari aktivitas eksploitasi. Pendekatan ini terbukti lebih
efektif dalam menjaga keutuhan hutan dibandingkan dengan model konsesi produksi yang
sering kali menimbulkan edge effects dan fragmentasi habitat akibat aktivitas ekstraktif
(Laumonier et al., 2022; Williams et al., 2018; Runtuboi et al., 2020; Walters et al., 2021).
Dalam banyak kasus, praktik zonasi berbasis kearifan lokal yang didukung oleh traditional
ecological knowledge (TEK) mampu menghasilkan tingkat tutupan vegetasi yang lebih tinggi
serta kompleksitas ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kehutanan berbasis
monokultur (Hodgdon et al., 2013; Purwanto et al., 2020; Pushpa & Gain, 2025).

Keunggulan ekologis tersebut tidak terlepas dari kemampuan sistem adat dalam
mengintegrasikan nilai-nilai konservasi ke dalam praktik pengelolaan ruang dan sumber daya.
Dalam konteks ini, pengakuan terhadap zonasi adat dan mekanisme pengawasan berbasis
komunitas menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan hutan. Sebaliknya, model konsesi
berbasis perizinan cenderung berorientasi pada produksi dan eksploitasi, sehingga berpotensi
mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi
antara kearifan lokal dan kerangka kebijakan formal menjadi penting untuk memastikan bahwa
praktik konservasi berbasis komunitas dapat diadopsi secara lebih luas dalam tata kelola
kehutanan.

Dari perspektif kebijakan, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan
hutan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem formal mampu mengakomodasi hak-hak
adat dan pengetahuan lokal dalam kerangka tata kelola yang lebih luas. Dalam konteks skema
global seperti REDD+ dan payment for ecosystem services (PES), pengakuan terhadap
kepemilikan lahan adat serta kejelasan tenurial menjadi prasyarat utama untuk mencapai hasil
ekologis yang optimal (Laumonier et al., 2022; Kyere-Boateng & Marek, 2021; Walters et al.,
2021; Xu & Melick, 2007; Anbleyth-Evans et al., 2024). Ketidaksesuaian antara kebijakan formal
dan praktik lokal sering kali menyebabkan inefisiensi kebijakan serta kegagalan dalam mencapai
tujuan konservasi. Sebaliknya, kerangka kebijakan yang fleksibel dan adaptif, yang mampu
mengakomodasi norma lokal dan sistem kelembagaan adat, cenderung menghasilkan sistem
pengelolaan yang lebih resilien secara ekologis.

Namun demikian, terdapat nuansa penting dalam literatur terkait peran instrumen
berbasis pasar dalam pengelolaan hutan. Beberapa studi menunjukkan bahwa skema seperti
REDD+ dan PES memiliki potensi untuk mendukung konservasi apabila dirancang secara inklusif
dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Di sisi lain, terdapat kritik bahwa instrumen
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tersebut dapat menciptakan ketimpangan baru dengan menguntungkan aktor eksternal serta
mengabaikan hak tenurial masyarakat adat (Astuti, n.d.; Walters et al., 2021; Xu & Melick,
2007; Anbleyth-Evans et al.,, 2024). Oleh karena itu, efektivitas pendekatan berbasis pasar
sangat bergantung pada desain kebijakan yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan
sosial, pengakuan hak adat, serta mekanisme partisipatif.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keunggulan sistem pengelolaan
hutan berbasis kearifan lokal terletak pada kombinasi antara efisiensi biaya, efektivitas ekologis,
dan legitimasi sosial. Namun, keunggulan tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila didukung
oleh kerangka kebijakan formal yang bersifat enabling, yaitu mampu mengakomodasi zonasi
adat, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong sinergi antara sistem pengawasan
komunitas dan regulasi negara. Dalam konteks ini, pendekatan hibrida yang menggabungkan
kekuatan tata kelola lokal dengan dukungan kebijakan formal menjadi strategi kunci dalam
mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

3.4 Synergy Framework: Menuju Model Legal Pluralism

Integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam tata kelola kehutanan
merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam literatur sebagai respons
terhadap kompleksitas sosial, ekologis, dan kelembagaan di wilayah hutan. Konsep legal
pluralism menekankan pengakuan dan operasionalisasi berbagai sistem hukum yang hidup
secara berdampingan dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan hutan di
mana norma adat memiliki peran dominan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya dan
penyelesaian konflik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu
menghasilkan tata kelola yang lebih kontekstual, adaptif, dan memiliki legitimasi sosial yang
lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan tunggal berbasis hukum negara (Djawas et al.,
2024; Sikor & Cém, 2016; Christmas et al.,, 2020). Dalam kerangka ini, negara tidak lagi
berfungsi sebagai aktor dominan yang bersifat koersif, melainkan sebagai fasilitator dan
pemberi legitimasi terhadap praktik hukum adat dalam pengelolaan hutan (Orimaye et al.,
2025; Hermawan et al., 2022; Malloy, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hutan adat dan hak masyarakat adat
telah memperoleh dasar konstitusional dan regulatif yang cukup kuat. Berbagai studi
menunjukkan bahwa sistem hukum formal dan hukum adat dapat berjalan secara paralel
maupun saling beririsan melalui institusi seperti peradilan adat, pemerintahan desa, dan
lembaga kehutanan negara (Malloy, 2024; Sumardi et al., 2021; Erwin, 2018; Djawas et al.,
2024; Lubis et al., 2024). Di beberapa wilayah, seperti Aceh, integrasi antara hukum adat,
hukum Islam, dan hukum negara menunjukkan praktik legal pluralism yang relatif operasional
dalam mendukung tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan (Djawas et
al., 2024; Sumardi et al., 2021; Rochaeti & Pujiyono, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa
harmonisasi antara berbagai sistem hukum bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki
dimensi praktis dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Pengakuan terhadap wilayah adat (customary territories) dan integrasi sanksi adat ke
dalam sistem hukum formal menjadi elemen kunci dalam memperkuat efektivitas tata kelola
kehutanan. Literatur menunjukkan bahwa berbagai instrumen hukum di tingkat nasional
maupun daerah telah mulai mengakomodasi keberadaan hutan adat dan hak ulayat sebagai
bagian dari sistem pengelolaan hutan negara (Malloy, 2024; Putri, 2023; Hermawan et al.,
2022; Suhartini & Surya, 2022; Christmas et al., 2020). Selain itu, integrasi mekanisme sanksi
adat, seperti penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan keadilan restoratif di tingkat desa,
ke dalam sistem formal dinilai mampu meningkatkan legitimasi sosial sekaligus efektivitas
penegakan hukum (Syarhan, 2021; Suhartini & Surya, 2022; Rochaeti & Pujiyono, 2019; Corrin,
2017). Beberapa studi juga mencatat bahwa pengakuan terhadap lembaga peradilan adat
dalam sistem hukum nasional memungkinkan terjadinya co-recognition antara sistem hukum
formal dan informal, yang sejalan dengan pendekatan co-management dalam tata kelola
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kehutanan (Muhdar et al., 2023; Mansur et al., 2020; Konradus et al., 2018; Erwin, 2018; Lubis
et al., 2024).

Lebih lanjut, pendekatan co-management yang menggabungkan kekuatan hukum
formal dan legitimasi sosial hukum adat menawarkan kerangka tata kelola yang lebih efektif
dalam pengelolaan hutan. Dalam model ini, hukum negara menyediakan dukungan teknis,
finansial, dan administratif, sementara hukum adat memberikan legitimasi sosial serta
mekanisme pengendalian berbasis komunitas. Literatur menunjukkan bahwa model hibrida
semacam ini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam apabila kedua
sistem hukum tersebut saling memperkuat dan tidak saling bertentangan (Ubink, 2018;
Rochaeti & Pujiyono, 2019; Kachika, 2023; Christmas et al., 2020). Dalam konteks kebijakan
seperti REDD+, dinamika konflik, keadilan, dan otoritas menunjukkan bahwa norma lokal dan
otoritas adat memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan kehutanan (Sikor & Cam, 2016; Ubink, 2018; Rochaeti & Pujiyono, 2019). Studi di
Indonesia, khususnya di Aceh, menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat, hukum
agama, dan hukum negara dapat memperkuat keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, serta mendukung pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan (Djawas et al., 2024;
Sumardi et al., 2021; Rochaeti & Pujiyono, 2019).

Implikasi dari integrasi tersebut sangat signifikan terhadap upaya mitigasi deforestasi
dan peningkatan inklusi sosial. Pengakuan terhadap hutan adat dan hak ulayat terbukti mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mengurangi konflik tenurial, serta memperkuat
kepatuhan terhadap kebijakan konservasi (Orimaye et al., 2025; Sikor & Cam, 2016; Malloy,
2024; Suhartini & Surya, 2022; Christmas et al., 2020). Selain itu, legitimasi sosial yang
dihasilkan dari pengakuan tersebut menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan
kebijakan kehutanan, karena masyarakat lokal cenderung lebih menerima dan mendukung
kebijakan yang selaras dengan nilai dan norma mereka (Malloy, 2024; Mansur et al., 2020;
Suhartini & Surya, 2022; Dhosa, 2021; Lubis et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan legal pluralism dalam tata kelola kehutanan tidak
terlepas dari berbagai tantangan dan potensi konflik. Tumpang tindih antara berbagai sistem
hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan, serta potensi
marginalisasi kelompok tertentu apabila tidak dikelola dengan baik (Orimaye et al., 2025;
Syarhan, 2021; Ubink, 2018; Kachika, 2023; Christmas et al., 2020). Selain itu, terdapat risiko
bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat hanya bersifat simbolik tanpa diikuti oleh
pemberdayaan nyata, sehingga justru memperkuat ketimpangan kekuasaan di dalam
komunitas, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan generasi muda
(Ubink, 2018; Corrin, 2017; Kachika, 2023). Perbedaan interpretasi mengenai konsep keadilan
antara aktor negara dan masyarakat adat juga dapat memicu friksi dalam implementasi
kebijakan (Sikor & Cam, 2016).

Perdebatan dalam literatur juga menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam
pengakuan hukum adat, baik melalui mekanisme deklaratif maupun konstitutif, serta tantangan
dalam memastikan representasi yang adil dalam kelembagaan adat (Mansur et al., 2020;
Suhartini & Surya, 2022; Lubis et al.,, 2024). Oleh karena itu, desain kebijakan yang
mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara harus mempertimbangkan aspek partisipasi,
keadilan, dan transparansi secara menyeluruh.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa legal pluralism merupakan kerangka
yang potensial dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kehutanan, namun memerlukan
desain kelembagaan yang hati-hati dan adaptif. Integrasi antara dukungan teknis dari negara
dan legitimasi sosial dari hukum adat, yang dilengkapi dengan mekanisme partisipatif dan
perlindungan terhadap kelompok rentan, menjadi kunci dalam menciptakan sistem
pengelolaan hutan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan
lokal masyarakat adat memiliki superioritas komparatif sekaligus peran komplementer yang
krusial terhadap sistem hukum formal. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem sanksi adat
yang mencakup dimensi moral-spiritual, sosial, dan material efektif dalam menekan laju
deforestasi karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan biaya operasional yang rendah
melalui partisipasi komunitas secara sukarela. Berbeda dengan pendekatan negara yang
cenderung punitif dan birokratis, hukum adat beroperasi dengan prinsip keadilan restoratif
yang mengutamakan pemulihan keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial. Secara ekologis,
praktik zonasi tradisional (seperti wilayah larangan) terbukti lebih efektif menjaga integritas
hutan primer dibandingkan model konsesi komersial yang rentan terhadap fragmentasi habitat.

Implikasi kebijakan bagi pembuat kebijakan kehutanan adalah perlunya pergeseran
paradigma dari pendekatan top-down yang kaku menuju model legal pluralism yang integratif.
Pemerintah harus mempercepat pengakuan hukum terhadap wilayah dan hutan adat bukan
sekadar sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai strategi mitigasi perubahan iklim
yang substantif. Sinergi dalam bentuk co-management di mana negara memberikan dukungan
teknis dan administratif sementara masyarakat adat menjalankan pengawasan berbasis norma
lokal menjadi model tata kelola yang paling resilien untuk mencapai target kelestarian hutan.
Kebijakan harus memastikan bahwa mekanisme pasar global seperti REDD+ mengintegrasikan
hak tenurial adat guna menghindari marginalisasi masyarakat lokal.

Rekomendasi untuk penelitian masa depan mencakup kebutuhan akan studi
longitudinal mengenai ketahanan kearifan lokal dalam menghadapi tekanan urbanisasi dan
digitalisasi yang kian intensif. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai
standarisasi dokumentasi pengetahuan tradisional melalui mekanisme open science yang
aman, guna mencegah potensi komodifikasi yang merugikan masyarakat adat sekaligus
memperkuat dasar saintifik bagi integrasi hukum adat ke dalam regulasi nasional.
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